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ABSTRAK 

 
 

RIZKI RAMADHAN, NPM 1505170509. Analisis PSAK No 46 Tentang 

Akuntansi Pajak Tangguhan Pada PT. Pelabuhan Indonesia (PELINDO) I, 

Tbk”. 2020. Skripsi. 

 
 

Penelitian ini dilatar belakangi adanya kecendrungan wajib pajak untuk 

mengecilkan jumlah laba yang digunakan sebagai dasar dalam pengenaan pajak 

dengan cara menyajikan jumlah beban lebih besar dari jumlah beban yang 

sebenarnya, hal ini dilakukan agar beban pajak yang yang dipikul menjadi lebih 

sedikit, khususnya pajak tangguhan. Kondisi yang ada pada perusahaan, 

perusahaan melakukan penyesuaian pajak tangguhan, namun dalam PSAK 46 

setiap timbulnya aktiva maupun kewajiban pajak tangguhan hanya karena selisih 

beda temporer. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah ada biaya-biaya yang tidak sesuai teori yang dimasukkan atau tidak 

dimasukkan dalam penerapan akuntansi pajak tangguhan Pada PT. Pelabuhan 

Indonesia (Pelindo) I, Tbk. 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun 

rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, 

keterkaitan antar kegiatan. Penelitian ini dilakukan pada Kantor PT. Pelabuhan 

Indonesia (PELINDO) I. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan data 

dokumen perusahaan dan juga wawancara. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaannya PT. 
Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 

46 pada laporan keuangannya. Dengan diakuinya konsekuensi pajak di masa yang 

akan datang atau pajak tangguhan sebagai akibat dari perbedaan temporer yang 

terjadi, maka laporan keuangan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk telah 

disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Akan tetapi setelah 

dilakukan koreksi atas perbedaan temporer sebagaimana prosedur penerapan 

PSAK No. 46 dalam hal perhitungan pajak tangguhan masih terdapat perbedaan 

dengan hasil diperoleh dibandingkan dengan hasil yang tertera pada laporan 

keuangan perusahaan, baik pada laporan keuangan laba rugi maupun laporan 

keuangan neraca. 
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BAB I 
 

 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Pada sebuah badan usaha, aspek pajak yang harus dipenuhi antara lain 

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan lain sebagainya. Tentu saja 

besarnya pajak perusahaan yang dibayar tersebut tidak sembarangan. Ada 

ketentuan serta tarif yang harus dipatuhi pada perusahaan, besar kecilnya pajak 

penghasilan ditentukan dari laporan laba rugi yang berpedoman pada Ikatan 

Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang tertera dalam Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) dan Undang-Undang Perpajakan. 

Laporan laba rugi merupakan salah satu laporan keuangan yang harus 

dihasilkan dari penyelenggaraan sistem akuntansi atau pembukuan baik yang 

diselenggarakan berdasarkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang  

perpajakan maupun yang berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan Ikatan 

Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang tertera dalam Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) (Hanum, 2017:1). Secara umum keduanya mengatur sama tentang 

pengukuran penghasilan, yaitu sebesar jumlah yang dibebankan kepada konsumen 

atau jumlah klaim kepada konsumen. 

Dalam kaitannya dengan pengenaan pajak penghasilan, perbedaan 

perlakuan akuntansi dan fiskal dalam beberapa kebijakan tertentu menimbulkan 

celah untuk dilakukannya aktivitas yang terutama untuk mengurangi beban pajak 

maupun penghindaran pajak (Syafrida, 2017:22). Dalam menentukan laba atau 

penghasilan kena pajak dalam pelaporan akuntansi, wajib pajak sering mengalami 

permasalahan akibat perbedaan peraturan perpajakan dengan pernyataan standar 
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keuangan akuntansi, yang sering disebut dengan Book Tax Differences (BTD), 

yaitu perbedaan antara pendapatan kena pajak menurut peraturan perpajakan dan 

pendapatan sebelum kena pajak menurut standar akuntansi keuangan (Fitria, 

2017:1) Ketidaksesuaian dan perbedaan prinsip serta kepentingan antara akuntansi 

dan perpajakan mengharuskan perusahaan melakukan koreksi fiskal atau 

penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan  

fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan, maka Ikatan Akuntan Publik 

Indonesia (IAPI) memberlakukan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan. 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 adalah standar 

akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak. Karena merupakan 

standar, PSAK No. 46 wajib diterapkan dalam laporan keuangan perusahaan yang 

telah listing, dan dianjurkan untuk digunakan bagi perusahaan yang belum listing. 

Standar ini telah berlaku efektif pada tanggal 1 januari 1999 bagi perusahaan “go 

public”, sementara untuk perusahaan yang belum “go public” berlaku sejak 1 

Januari 2001(Fitria, 2017:1). 

Kemudian Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah merevisi 

PSAK 46 (2010) menjadi PSK 46 (Revisi 2014) yang efektif berlaku 1 Januari 

2015, dimana revisi tersebut telah mencakup seluruh amandemen International 

Accounting Standard (IAS) No. 12 yang efektif berlaku sejak 2009 (Witjaksono, 

2015). Perbedaan saat pengakuan ini mengakibatkan pendapatan/beban yang 

diakui pada masing-masing periode berbeda, namun secara keseluruhan pada 

akhirnya jumlah total pendapatan/beban yang diakui sama antara fiskal dan 

komersial. Oleh karena itu  perbedaan  ini  biasa  disebut  sebagai  beda  

sementara (temporary different). 
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Terdapat dua macam penyesuaian fiskal, yaitu penyesuaian fiskal positif 

dan penyesuaian fiskal negatif. Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian 

yang akan mengakibatkan meningkatnya penghasilan kena pajak yang pada 

akhirnya akan membuat PPh Badan terhutangnya juga akan meningkat. 

Penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan 

menurunnya penghasilan kena pajak. Secara fiskal, penghasilan ada yang 

merupakan objek pajak dan bukan objek pajak. Penghasilan yang merupakan 

objek pajak ada yang dikenakan PPh bersifat tidak final dan ada juga yang 

dikenakan bersifat final. Sementara biaya/pengeluaran, ada yang dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto atau sering disebut deductible expenses dan 

ada yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau sering disebut 

nondeductible expenses. 

Penerapan PSAK No. 46 tentang “Akuntansi Pajak Penghasilan” 

mengakibatkan berkurangnya laba atau rugi bersih yang disajikan pada laporan 

keuangan. Hal ini disebabkan karena adannya kemungkinan pengakuan beban 

pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan. Menghitung dan mengakui pajak 

tangguhan berdasarkan balance sheet liability approach harus mengindentifikasi 

perbedaan temporer yang terjadi antara Ketentuan Peraturan Perpajakan dan 

Standar Akuntansi Keuangan apakah termasuk perbedaan temporer kena pajak 

atau perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan mengindentifikasi rugi 

fiskal tahun berjalan atau sisa kerugian (tax loss caryforward) beserta sisa jangka 

waktunya sebelum daluwarsa. Perbedaan temporer kena pajak akan menimbulkan 

suatu kewajiban perpajakan di masa yang akan datang sehingga menyebabkan 

munculnya kewajiban pajak tanggguhan. Sedangkan perbedaan temporer yang 
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boleh dikurangkan akan menimbulkan penghematan pajak di masa yang akan 

datang sehingga menyebabkan munculnya aktiva pajak tangguan. Rugi  fiskal 

yang belum dikompensasikan, rugi fiskal tersebut akan menyebabkan jumlah 

kewajiban pajak di masa yang akan datang menjadi kecil menyebabkan 

munculnya aktiva pajak tangguhan. Dari sini dapat dilihat bagaimana implikasi 

penerapan PSAK No 46 terhadap laporan keuangan, terutama terhadap laporan 

laba rugi dalam hal ini terhadap penentuan laba bersih perusahaan bagi 

perusahaan go public yang terlebih dahulu menerapkan PSAK 46. Hal ini tentu 

saja akan membawa konsekuensi bagi reported net income perusahaan. Dimana 

laporan keuangan perusahaan yang disorot oleh beragam users, terutama para 

investor yang akan berinventasi. 

Biasanya wajib pajak cenderung mengecilkan jumlah laba yang digunakan 

sebagai dasar dalam pengenaan pajak dengan cara menyajikan jumlah beban lebih 

besar dari jumlah beban yang sebenarnya, hal ini dilakukan agar beban pajak yang 

yang dipikul menjadi lebih sedikit. Oleh sebab itu Undang-Undang Perpajakan 

No. 17 tahun 2000 menyatakan dengan tegas bahwa besarnya laba tersebut 

ditentukan oleh faktor penghasilan yang merupakan objek pajak dan biaya yang 

diperkenankan untuk dikurangi. Perbedaan perhitungan laba menurut akuntansi 

dengan pajak diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan khususnya PSAK No. 46, 

yaitu akuntansi pajak tangguhan. Akuntansi pajak tangguhan adalah akuntansi 

yang kegiatannya untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan 

Standar Akuntansi Keuangan agar memberikan informasi keuangan bagi 

perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan. Pajak tangguhan akan 

menimbulkan kewajiban dan aktiva pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan 
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(deferred tax liabilities) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) untuk 

periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Sedangkan 

aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets) adalah jumlah pajak penghasilan 

terpulihkan (recoverable)  pada periode mendatang sebagai akibat adanya: (a) 

perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; dan (b) sisa kompensasi kerugian. 

Dengan adanya PSAK No 46 ini diharapkan dapat membawa dampak 

positif bagi setiap perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang lebih 

relevan sehingga mampu meningkatkan kualitas informasi yang dibutuhkan 

pemakai laporan keuangan. Akan tetapi kenyataannya, masih ada perusahaan yang 

belum menerapkan hal tersebut. Hal ini dimungkinkan masih kurang pahamnya 

pihak perusahaan akan peraturan-peraturan/penerapan akuntansi pajak 

penghasilan menurut PSAK No 46. Disamping itu pihak perusahan juga kurang 

begitu mengikuti perkembangan tentang peraturan pajak pada saat ini yang terlalu 

banyak dan rumit. Ditambah lagi sulitnya pihak perusahaan dalam mencari tenaga 

ahli dalam bidang akuntansi pajak penghasilan yang mengerti dan memahami 

peraturan/penerapan akuntansi pajak penghasilan terkhusus PSAK No 46. 

PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk merupakan perusahaan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola jasa kepelabuhanan di Indonesia 

bagian barat. Sebagaimana perusahaan yang telah Go Publik, maka PT. Pelabuhan 

Indonesia (Pelindo) I, Tbk diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangannya 

setiap periodenya. Dalam kegiatan perusahaannya, PT. Pelabuhan Indonesia 

(Pelindo) I, Tbk telah menghasilkan laba maksimal yang berasal dari kegiatan 

operasionalnya. Oleh karena itu PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk 

memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilannya. Pajak penghasilan 
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yang dibebankan kepada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk juga harus 

sesuai dengan PSAK No 46. 

Dalam menjalankan aktivitas operasinya perusahaan juga menerapkan 

akuntansi pajak tangguhan. Kondisi yang ada pada perusahaan, perusahaan 

melakukan penyesuaian pajak tangguhan, namun dalam PSAK 46 setiap 

timbulnya aktiva maupun kewajiban pajak tangguhan hanya karena selisih beda 

temporer. Selisih ini harus jelas, namun penyesuaian yang dilakukan perusahaan 

bukan berdasarkan beda temporer. Dengan demikian perhitungan aktiva 

(kewajiban) pajak tangguhan perusahaan masih kurang sempurna. Menurut Ikatan 

Akuntan Indonesia (2006, PSAK No. 46, par. 66) bahwa “Aktiva pajak 

tangguhan (deferred tax assets) diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh 

dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh 

dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada  masa 

yang akan datang” (IAI, 2018). 

Oleh karena itu penting untuk memperhatikan apakah biaya-biaya atas 

perbedaan temporer yang ditampilkan dalam laporan keuangan PT. Pelabuhan 

Indonesia (Pelindo) I, Tbk sudah sesuaikah dengan ketentuan dengan undang- 

undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Disamping itu biaya-biaya tersebut 

perlu dikoreksi kembali apakah sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang 

perpajakan. Kecendrungan yang sering terjadi, biasanya pihak pengusaha akan 

memperkecil pajak. Salah satu cara memperkecil pajak terutang adalah dengan 

memperbesar biaya supaya penghasilan neto kecil. Dengan adanya beda tetap dan 

beda waktu, akan menyebabkan konsekuensi pajak di masa mendatang yang 



7 
 

 

 

 

menimbulkan kewajiban pajak tangguhan hal inilah yang perlu dilakukan adanya 

koreksi atas beda waktu dan beda tetap tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan suatu penelitian mengenai penerapan PSAK No 46 terhadap pajak 

tangguhan perusahaan dengan judul penelitian “Analisis PSAK No 46 Tentang 

Akuntansi Pajak Tangguhan Pada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, 

Tbk” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalahnya 

adalah adanya, yaitu: “Terdapat biaya-biaya yang tidak sesuai teori yang 

dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam penerapan akuntansi pajak tangguhan 

Pada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk” 

 

1.3. Batasan dan Rumusan Masalah 

 

1.3.1. Batasan Masalah 

 

Penelitian ini dibatasi pada PSAK 46 dan Akuntasi pajak tangguhan yang 

terdiri dari empat kegiatan, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 

pengungkapan. 

 

1.3.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah “Apakah ada biaya-biaya yang tidak sesuai teori yang 

dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam penerapan akuntansi pajak tangguhan 

Pada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk?” 
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1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.4.1. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan pada rumusan masalah pada penelitian ini, maka dapat 

ditetapkan yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah ada biaya-biaya yang tidak sesuai teori yang dimasukkan atau tidak 

dimasukkan dalam penerapan akuntansi pajak tangguhan Pada PT. Pelabuhan 

Indonesia (Pelindo) I, Tbk. 

 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi mahasiswa 

 

a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berhubungan 

dengan penerapan PSAK No 46 terhadap akuntansi pajak tangguhan 

pada suatu perusahaan. 

b. Mengetahui konsep-konsep tentang penerapan PSAK No 46 terhadap 

akuntansi pajak tangguhan. 

2. Bagi perguruan tinggi 

 

a. Sebagai bahan referensi dan informasi, sehingga karya tulis ilmiah ini 

diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. 

b. Memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Ekonomi Perpajakan. 

3. Bagi perusahaan 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan referensi bagi 

perusahaan terkait penerapan PSAK No 46 terhadap akuntansi pajak 

tangguhan pada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk. 



 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

 

2.1.1. Laporan Laba Rugi 

 

Dalam suatu perusahaan, laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan 

keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang 

menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga 

menghasilkan suatu laba (atau rugi) bersih. Menurut Munawir (2010:26) laporan 

laba-rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, beban, 

laba-rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. 

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Prastowo dan Julianty 

(2010:18) yang menyatakan bahwa laporan laba rugi didefinisikan sebagai laporan 

yang memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba (kinerja) selama periode tertentu. Menurut Najmudin 

(2011:71) Laporan laba-rugi atau income statement profit and loss statement 

adalah membandingkan pendapatan terhadap beban pengeluarannya untuk 

menentukan laba atau rugi bersih. Laporan ini memberikan informasi tentang hasil 

akhir perusahaan selama periode tertentu. 

Sedangkan menurut Kasmir (2010:67) menyatakan bahwa : 

 

“Laporan laba rugi dapat memberikan informasi situasi usaha dalam 

perusahaan dalam perusahaan dalam satu periode tertentu. Laporan 

laba rugi harus di buat dalam siklus operasi atau periode tertentu 

untuk mengetahui jumlah pendapatan (penjualan) dan biaya yang 

dikeluarkan sehingga dapat di ketahui perusahaan mengalami 

keuntungan atau kerugian”. 
 

 

 

 

 
 

9 

https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Periode_akuntansi
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Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa laporan laba rugi 

adalah suatu laporan keuangan yang didalamnya menjelaskan tentang kinerja 

keuangan suatu entitas bisnis dalam satu periode akuntansi. Di dalam laporan ini 

terdapat informasi ringkas mengenai jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

operasional suatu perusahaan serta laba yang didapatkan selama perusahaan 

tersebut beroperasi. Laporan laba rugi “income statement” suatu entitas bisnis 

sangat diperlukan untuk dapat mengetahui kondisi dan perkembangan perusahaan, 

apakah memperoleh laba selama menjalankan usaha atau justru merugi 

 

2.1.2. Unsur-Unsur Laporan Laba Rugi 

 

Pada umumnya laporan laba rugi terdiri atas beberapa unsur-unsur. 

Menurut Martani (2012) untuk mendapatkan informasi mengenai potensi suatu 

perusahaan dalam menghasilan laba selama periode tertentu, laporan laba rugi 

mempunyai dua unsur yaitu : 

1. Penghasilan 

Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode 

akuntansi, yang menyebabkan kenaikan aset neto (ekuitas), dalam 

bentuk penambahan atau pemasukan aset atau penurunan liabilitas, 

yang tidak berasal dari kontribusi pemilik modal. Penghasilan 

dikelompokkan menjadi dua unsur, yaitu: 

a. Pendapatan (revenue) 

Merupakan penghasilan yang berasal dari suatu aktivitas operasi 

manufaktur dan aktivitas penyediaan jasa bagi perusahaan jasa. 

Misalnya aktivitas penjualan barang bagi perusahaan dagang 

atau perusahaan manufaktur dan aktivitas penyediaan jasa bagi 

perusahaan jasa. 

b. Keuntungan (gaain) 

Merupakan kenaikan aset neto yang berasal dari transaksi 

insidental diluar transaksi perusahaan yang menghasilkan 

pendapatan (Martani, 2012:114). 

2. Beban 

Beban Adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode 

akuntansi, yang menyebabkan penurunan aset neto (ekuitas), dalam 

bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau bertambahnya 



11 
 

 

 

 

liabilitas, yang bukan termasuk distribusi kepada pemilik. Beban 

juga dikelompokkan menjadi dua unsur, yaitu: 

a. Beban (expense) 

Merupakan beban yang berasal dari aktivitas operasi utama 

perusahaan, misalnya yang terkait dengan akivitas penjualan 

barang dagang bagi perusahaan dagang, gaji dan upah, serta 

penyusutan. 

b. Kerugian (loss) 

Merupakan beban yang berasal dari transaksi insidental. Misal 

rugi karena bencana kebakaran, banjir atau aktiva tidak lancar. 

Selisih antara laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian 

biasanya disajikan secara terpisah, sehingga memberikan 

informasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan 

ekonomi (Martani, 2012:115). 

 
Selisih antara laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian biasanya 

disajikan secara terpisah, sehingga memberikan informasi yang lebih baik dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Dari laporan ini juga terlihat pendapatan bersih 

perusahaan yang dapat dinilai bersama apakah perusahaan meraih keuntungan 

selama beroperasi atau justru merugi. 

Sama halnya sebagaimana menurut Smith dan Skousen yang menyatakan 

bahwa komponen unsur-unsur laba rugi terdiri dari yaitu: (Barnas, 2009) 

1. Pendapatan (revenue) 

Adalah arus masuk atau penambahan lain atas aktiva suatu entitas 

atau penyelesaiaan kewajiban-kewajiban (atau kombinasi keduanya) 

yang bersal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, 

atau aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau 

operasi inti yang berkelanjutan dari suatu entitas. 

2. Beban 

Adalah arus keluar atau pemakaian lain aktiva atau terjadinya 

kewajiban (atau kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan 

atau produksi barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas- 

aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi inti yang 

berkelanjutan dari suatu entitas. 

3. Keuntungan 

Adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi 

periferal (menyatakan sesuatu yang bersifat sampingan, tidak 

merupakan hal utama atau inti) atau insiden pada suatu entitas dari 

transaksi lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi 

entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi 

pemilik. 
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4. Kerugian 

Adalah penurunan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal adri transaksi 

periferal atau insidental pada suatu entitas dan dari semua transaksi 

lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas 

kecuali yang dihasilkan dari beban atau distribusi kepada pemilik. 

 

Pendapatan adalah segala sesuatu yang diperoleh perusahaan berdasarkan 

hasil usaha atau kegiatan bisnis dan operasional mereka. Pendapatan didapat dari 

penghasilan dari penjualan, keuntungan yang diperoleh dari penjualan, maupun 

penghasilan yang diperoleh dari bidang lain selain usaha utama perusahaan. 

Dalam laporan laba rugi, penghasilan yang lebih besar dari biaya akan 

menunjukkan bahwa perusahaan berada di posisi laba. Dan sebaliknya, jika 

penghasilan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan maka laporan itu 

menunjukkan bahwa perusahaan berada di posisi rugi. 

 

2.1.3. Tinjauan Umum PSAK 46 

 

PSAK 46 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 yang 

resmi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK ini mengatur cara 

perusahaan melaporkan pajak penghasilan (PPh) dalam laporan keuangannya, 

baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan 

penghasilan komprehensif lainnya. Akuntansi pajak penghasilan seperti diatur 

dalam PSAK 46 menggunakan dasar akrual, yang mengharuskan untuk diakuinya 

pajak penghasilan yang kurang dibayar atau terutang dan pajak yang lebih bayar 

dalam tahun berjalan. 

Tujuan PSAK 46 adalah untuk mengatur akuntansi pajak penghasilan. 

Dalam mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan 

mendatang yaitu pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) di masa 

depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas. Transaksi-transaksi lain 
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pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas. Pernyataan ini juga 

mengatur aset pajak tangguhan yang berasal dari rugi yang dapat dikompensasi ke 

tahun berikut. 

Ruang Lingkup PSAK 46 yaitu, PSAK ini diterapkan untuk akuntansi 

pajak penghasilan termasuk semua pajak luar negeri yang didasarkan pada laba 

kena pajak. Pajak penghasilan termasuk pemotongan pajak yang terutang oleh 

entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas 

pelapor. Pajak penghasilan tidak berlaku pada hibah pemerintah, tetapi berlaku 

atas perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit 

pajak investasi. 

Perkembangan yang terjadi munculnya perlakuan Laporan keuangan 

komersial dan fiskal mengalami berbagai permasalah yang timbul akibat 

perkembangan aturan dari perpajakan itu sendiri, PSAK No. 46 tentang pajak 

penghasilan yang memunculkan beberapa perbedaan dalam pengakuan dan 

perlakuaannya, yaitu adanya beda tetap dan beda permanen dalam aturan 

perpajakan. Keberadaan dua hal tersebut yang memunculkan timbulnya istilah 

pajak tangguhan. 

Menurut Hadimukti (2012) yang dimaksud dengan pajak tangguhan yaitu: 
 

“Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba pajak. Besarnya laba 

pajak tangguhan (deferred tax) dapat dilihat pada laporan keuangan 

(neraca) perusahaan pada tahun berjalan. Perhitungan untuk pajak 

tangguhan yang dijadikan ukuran adalah dengan menyesuaikan pada 

PSAK No 46 tentang pajak penghasilan” 

 

Menurut Martani Dkk (2012:252) pajak tangguhan adalah sebagai berikut: 

 

“Penghasilan kena pajak dan laba akuntansi memiliki dasar hukum 

yang berbeda. Pajak dikenakan dan dihitung berdasarkan ketentuan 

perpajakan, sedangkan laba akuntansi dihitung sesuai dengan kaidah 

dalam standar akuntansi. Perbedaan antara keduanya berlaku umum 
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hampir di semua peraturan perpajakan di berbagai negara. Walaupun 

letak perbedaan tersebut sebenarnya relatif umum dan sama, namun 

memiliki cara pengaturan yang berbeda.Perbedaan yang muncul 

misalnya terkait dengan perhitungan depresiasi, pengaturan beberapa 

beban dan penghasilan yang menurut pajak diakui dengan basis kas, 

pengaturan atas penghasilan yang menurut pajak diatur dengan 

ketentuan khusus dan pengaturan beberapa beban yang menurut 

pajak tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena 

pajak. Perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan atas perbedaan 

temporer dan permanen. Namun jika dilihat dari dampak akhirnya 

dapat diklasifikasikan atas perbedaan positif atau negatif. Perbedaan 

positif terjadi jika laba akuntansi lebih besar dari laba pajak dan 

sebaliknya. Perbedaan yang mengandung konsekuensi pengakuan 

pajak tangguhan menurut akuntansi adalah perbedaan temporer”. 

 
Sedangkan menurut Suandy (2011:99) pajak tangguhan adalah sebagai 

berikut: 

“Pajak tangguhan diatur dalam PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi 

Pajak Penghasilan. Pajak tangguhan memerlukan bagian yang cukup 

sulit untuk dipelajari dan dipahami, karena pengakuan pajak 

tangguhan bisa membawa akibat terhadap berkurangnya laba bersih 

jika ada pengakuan beban pajak tangguhan. Sebaliknya jika 

berdampak terhadap berkurangnya rugi bersih jika ada pengakuan 

manfaat pajak tangguhan”. 

 
Menurut Tampubolon (2017:255) pajak tangguhan tidak dapat dijadikan 

sebagai unsur untuk menghitung kewajiban perpajakan kepada kantor pajak, dan 

dicatat untuk mencerminkan jumlah utang pajak pada posisi laporan keuangan 

dalam tahun buku atau periode tertentu. Sedangkan pengertian pajak tangguhan 

menurut Sari (2013:289) yaitu perbedaan yang terjadi akibat perbedaan PPh 

Terutang dengan Beban Pajak dimaksud sepanjang yang menyangkut perbedaan 

temporer, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan 

komersial. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak tangguhan 

adalah perkembangan yang terjadi munculnya perlakuan laporan keuangan 

komersial dan fiskal mengalami berbagai permasalah yang timbul akibat 



15 
 

 

 

 

perkembangan aturan dari perpajakan itu sendiri, PSAK No. 46 tentang pajak. 

Penghasilan yang memunculkan beberapa perbedaan dalam pengakuan dan 

perlakuaannya, yaitu adanya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba pajak. 

Dalam PSAK No. 46 yang berkaitan dengan pelaporan pajak penghasilan 

terdapat beberapa istilah penting yang perlu diketahui, berikut pengertian pokok 

dari istilah-istilah tersebut: (IAI, 2018) 

1. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat 
dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya: 

a. Perbedaan temporer dapat dikurangkan; 

b. Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan 

c. Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal 

peraturan perpajakan mengizinkan. 

2. Beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini 

dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba 

rugi pada suatu periode. 

3. Dasar pengenaan pajak aset atau liabilitas adalah jumlah teratribusi 

atas aset atau liabilitas untuk tujuan pajak dengan aset atau liabilitas 

untuk tujuan pajak. 

4. Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum 
dikurangi beban pajak. 

5. Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah 

laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan 

yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang 

terutang (dipulihkan). 

6. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang 

pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer 

kena pajak. 

7. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang 

(dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode. 

8. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset 

atau liabilitas dalam laporan keuangan dan dasar pengenaan 

pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa: 

a. Perbedaan temporer kena pajak, yaitu perbedaan temporer yang 

menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena 

pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset 

atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan; atau 

b. Perbedaan temporer dapat dikurangkan, yaitu perbedaan 

temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan 

dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa 

depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau 

diselesaikan. 
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2.1.4. Biaya-Biaya Yang Dapat dikurangkan dan Yang Tidak Dapat 

dikurangkan 

Adapun biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan yang tidak dapat 

dikurangkan, yaitu : 

1. Biaya-Biaya Yang Dapat dikurangkan 

 

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, disebutkan bahwa, 

 

yaitu : 

 
a. Pajak Penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalikan 

tarif pajak dengan Penghasilan Kena Pajak. 

b. Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan bruto wajib pajak 

dikurangi dengan pengurang penghasilan bruto. 

c. Pengurang Penghasilan Bruto terdiri dari : 

1) Biaya  yang  dapat  dikurangkan   antara   lain   adalah 

pajak, kecuali pajak penghasilan. 

2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta 

berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk 

memperoleh hak dan atas biaya lain yang memiliki masa 

manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, sepanjang harta yang 

disusutkan atau diamortisasi tersebut digunakan untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (objek 

pajak). 

3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan. 

4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang 

dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 

penghasilan. 

5) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing : 

6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang 

dilakukan di Indonesia. 

7) Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan dengan 

memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan, 

dengan syarat : 

(i) Berhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan 
untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3M) 

penghasilan 

(ii) Dilakukan dalam batas dan jumlah yang wajar serta 

tidak dipengaruhi hubungan istimewa 

(iii) Pendidikan dan pelatihan tersebut ditentukan oleh 

pemberi kerja 

8) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat 

9) Pengeluaran untuk pajak daerah dan retribusi daerah 
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10) Menurut SE 01/PJ.42/2002 tanggal 18/02/2002, bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dibebankan sebagai 

pengurang penghasilan bruto. 

11) Kompensasi kerugian tahun-tahun yang lalu (maksimum 5 

tahun). 

 
2. Biaya-Biaya Yang Tidak Dapat dikurangkan 

 

Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasian bruto 

sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, 

yaitu: 

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti 
dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi 

kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi 

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 

pemegang saham, sekutu, atau anggota 

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali : 

1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, sewa guna 

usaha dengan hak opsi, dan asuransi 

2) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang 

ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri Keuangan 

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, 

asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib 

pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan 

premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang 

pribadi yang bersangkutan (wajib dipotong PPh Pasal 21). 

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 

dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali : 

1) Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan di 

tempat kerja secara bersama-sama 

2) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan 

di daerah tertentu. 

3) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pekerjaan. 

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang 
saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai 

imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 

g. Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan, kecuali 

zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayar oleh wajib pajak 

orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan 

dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada Badan 

Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan 

oleh Pemerintah 

http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=ff7d0f525b3be596a51fb919492c099c
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h. Pajak Penghasilan 

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 

wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya 

j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau 

perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham 

k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi 

pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan 

perundang-undangan di bidang perpajakan 

l. Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP yang tidak dapat 

dikreditkan karena : 

1) Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN (Faktur Pajak Standar 

cacat), kecuali dapat dibuktikan bahwa PPN tersebut nyata- 

nyata telah dibayar 

2) Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang termasuk dalam 

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 

m. Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 

penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak, yang pengenaan 

pajaknya bersifat final, pengenaan pajaknya berdasarkan Norma 

Penghitungan Penghasilan Neto, dan Norma Penghitungan Khusus 

n. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dipergunakan untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang 

merupakan Obyek Pajak 

o. PPh yang ditanggung pemberi kerja, kecuali PPh Pasal 26 sepanjang 
PPh tersebut ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk 

pemotongan PPh PPh Pasal 26 tersebut. 

 
2.1.5. Rekonsiliasi Fiskal 

 

Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang timbul akibat standar 

perhitungan laba yang berbeda antara akuntansi (komersial) dengan akuntansi 

perpajakan (fiskal) yang menyebabkan perusahaan tiap tahunnya melakukan 

rekonsiliasi fiskal. 

Menurut Pohan (2014:418) definisi rekonsiliasi fiscal yaitu: 

 
“Rekonsiliasi fiskal adalah teknik pencocokan yang dilakukan yang 

dimaksud untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan 

komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi/PSAK) 

dengan peraturan perudang-undangan perpajakan sehingga 

memunculkan koreksi atau penyesuaian/koreksi fiskal baik koreksi 

positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan  jumlah 

laba usaha fiskal dan besarnya pajak yang terutang.” 
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Rekonsiliasi tersebut dilakukan pada akhir periode pembukuan yang 

menyebabkan terjadinya perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. 

Perbedaan tersebut disebabkan oleh ketentuan pengakuan dan pengukuran yang 

berbeda antara Standar Akuntansi keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan. 

Perbedaan tersebut secara umum dikelompokkan ke dalam perbedaan permanen 

dan perbedaan temporer. Jenis koreksi fiskal ada dua, yaitu koreksi fiskal positif 

dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang 

menambah besarnya laba kena pajak, sedangkan koreksi fiskal negatif adalah 

koreksi fiskal yang mengurangi laba kena pajak. 

Sehubungan dengan adanya perbedaan antara laba (rugi) menurut 

perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal (berdasarkan Undang- 

Undang Nomor 10 Tahun 1994 Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000), maka 

sebelum menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, terlebih dahulu laba/rugi 

komersial tersebut harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal sesuai dengan Undang- 

Undang Nomor 17 Tahun 2000. 

Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu 

membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan 

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT 

Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal. Koreksi 

fiskal tersebut dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap biaya-biaya 

(pengurang penghasilan bruto). 

Laporan yang disetorkan ke Dirjen pajak biasanya sudah disesuaikan 

dahulu dengan ketentuan perpajakan. Apabila ada yang belum sesuai maka akan 

dilakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal merupakan istilah yang digunakan untuk 
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menyesuaikan yang harus dilakukan wajib pajak sebelum menghitung pajak 

penghasilan kena pajaknya. Koreksi fiskal bisa saja terjadi karena perlakukan 

penghasilan atau biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. 

Perbedaan laporan keuangan yang dibuat suatu perusahaan dengan laporan 

keuangan fiskal disebabkan oleh beda tetap dan beda waktu, menurut Resmi 

(2011) perbedaan tersebut adalah sebagai berikut ini: 

1. Beda Tetap atau Perbedaan Permanen 
Perbedaan tetap terjadi karena adanya transaksi-transaksi pendapatan 

dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui 

menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih 

menurut akuntansu berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) 

kena pajak menurut fiskal (Resmi, 2011:373). 

2. Beda Waktu atau Perbedaan Sementara 

Perbedaan waktu terjadi karena ada perbedaan waktu pengakuan 

pendapatandan biaya dalam menghitung laba. Suatu penghasilan 

atau biaya yang telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum 

diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat 

sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Contoh: 

pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, 

amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan dan 

lain-lain (Resmi, 2011:373). 

 
Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal dapat diartikan sebagai usaha 

mencocokan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dengan 

perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan 

UU perpajakan. Dengan adanya beda waktu dan beda tetap laporan keuangan 

komersial harus dikoreksi terlebih dahulu untuk menghitung penghasilan kena 

pajaknya. Koreksi ini disebut dengan koreksi fiskal yang dapat dibedakan menjadi 

dua jenis menurut Gunadi (2012), yaitu: 

1. Koreksi Fiskal Positif 

Koreksi positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan 

kena pajak secara fiskal bertambah, yang selanjutnya berdampak 

memperbesar nilai pajak penghasilan yang terutang.Koreksi Positif 

terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah. Yang termasuk 

kedalam koreksi fiskal positif yaitu : (Gunadi 2012:143) 
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a. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegam 

saham, sekutu atau anggota, 

b. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, lain dari yang 

diperbolehkan, 

c. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk 

natura dan kenikmatan 

d. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada 

pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa sehubungan dengan perkerjaan, 

e. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, selain yang 

bukan merupakan objek pajak, 

f. Pajak penghasilan, termasuk PPh yang ditanggung perusahaan 
dan sanksi perpajakan 

g. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau 

CV, 

h. Selisih penyusutan /amortisasi fiskal dan komersial 

i. Biaya entertain yang tidak dibuatkan daftar nominative, 

j. Bingkisan lebaran /natal/tahun baru, karangan bunga dan 

sejenisnya, 

k. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak didukung bukti yang sah, 

l. Rugi Usaha diluar Negri 

2. Koreksi Fiskal Negatif 

Koreksi negative yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan 
penghasilan kena pajak secara fiskal menjadi berkurang yang 

selanjutnya berdampak memperkecil penghasilan kena pajak. Yang 

termasuk koreksi fiskal negatif yaitu : (Gunadi, 2012:144) 

a. Penyusutan /amortisasi fiskal lebih besar dari komersial, 

b. Penghasilan objek pajak final, 

c. Penghasilan bukan objek pajak, 

d. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, 

e. Fasilitas penanaman modal yang berupa pengurang penghasilan 

netto, 

f. Bunga deposito tabungan, jasa, giro dan diskonto SBI, 

g. Bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan atau 

dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek, 

h. Penghasilan transaksi jual-beli saham bursa, 

i. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan banguan 

j. Imbalan jasa konstruksi, 

k. Pelayaran dan penerbangan asing, 

l. Kantor perwakilan dagang asing, 

m. Hadiah, undian dan penghargaan, 

n. Deviden antar badan dengan kepemilikan saham 25% atau lebih. 

 

Menurut Sukrisno dan Estralita (2013:239) koreksi positif dilakukan akibat 

adanya sebagai berikut: 
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1. Beban yang tidak diakui oleh pajak/non-deductible expense (Pasal 9 

ayat (1) UU PPh). 

2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. 

3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. 

4. Penyesuaian fiskal positif lainnya. 

 

Menurut Sukrisno dan Estralita (2013:239), koreksi negatif dilakukan 

akibat adanya sebagai berikut: 

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak (Pasal 4 ayat (3) UU 
PPh). 

2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final (Pasal 4 ayat (2) UU 

PPh). 

3. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal. 

4. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal. 

5. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. 

6. Penyesuaian fiskal negatif lainnya. 

 

Dalam menentukan suatu koreksi, pihak perusahaan harus benar-benar 

tepat dalam menentukan suatu koreksi, apakah positif atau negatif suatu koreksi 

yang dilakukan. Kesalahan dalam menentukan suatu koreksi tentunya dapat 

berakibat terhadap kesalahan dalam menentukan pajak tangguhan dan pajak 

penghasilan perusahaan. 

 

2.1.6. Penerapan PSAK No 46 Pada Perusahaan 

 

Sama halnya dengan proses akuntansi lainnya, akuntansi pajak tangguhan 

tidak terlepas dari empat kegiatan proses akuntansi, yaitu pengakuan, pengukuran, 

penyajian dan pengungkapan yang diatur dalam PSAK No. 46 (IAI, 2018), yaitu: 

1. Pengakuan (recognition) yaitu standar yang mengatur bahwa 
dampak PPh atas perbedaan temporer  dan Tax  Loss  Carry  

Forward (TLCF) atau kompensasi rugi harus diakui dalam laporan 

keuangan. Pengakuan ini menyiratkan bahwa perusahaan pelapor 

akan memulihkan nilai tercatat aktiva pajak tangguhan atau Deferred 

Tax Asset (DTA) dan akan melunasi nilai tercatat dalam kewajiban 

pajak tangguhan atau Deferred Tax Liability (DTL) tersebut. 

2. Pengukuran (measurement) yaitu cara menghitung jumlah yang 

harus dibukukan dalam buku besar perusahaan. Dalam hal ini pajak 

tangguhan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku 
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atau efektif akan berlaku di masa yang akan datang. Dalam praktek, 

biasanya pajak tangguhan dihitung dengan tarif PPh yang tertinggi 

yaitu sebesar 30%, meskipun tarif yang sebenarnya berlaku bersifat 

progresif. 

3. Penyajian (presentation) yaitu standar yang menentukan cara 

penyajian di dalam laporan keuangan, baik dalam neraca ataupun 

laba rugi. Aktiva pajak tangguhan (DTA) atau kewajiban pajak 

tangguhan (DTL) harus disajikan secara terpisah dari aktiva atau 

kewajiban pajak kini dan disajikan dalam unsur non current dalam 

neraca. Sedangkan beban atau penghasilan pajak tangguhan harus 

disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan keuangan. 

4. Pengungkapan (disclosure) yaitu berkaitan dengan standar informasi 
yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 

Misalnya unsur-unsur utama perbedaan temporer yang menimbulkan 

pajak tangguhan, unsur-unsur yang dibebankan langsung ke laba 

ditahan, perubahan tarif pajak dan sebagainya. 

 
Dalam penyajian pajak tangguhan pada laporan keuangan suatu 

perusahaan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan laporan 

laba rugi dan pendekatan neraca. Penyajian pajak tangguhan di laporan laba rugi 

menurut Tampubolon (2017:257) adalah: 

“Beda temporer dapat berupa koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal 

negatif. Dalam menghitung pajak tangguhan koreksi fiskal positif 

menimbulkan adanya pengakuan income dan koreksi fiskal negatif 

menimbulkan adalah pengakuan expense. Rugi fiskal yang terdapat 

pada SPT PPh Badan masih dapat dikompensasi kepada perhitungan 

PPh badan tahun berikutnya, diperlukan untuk menambah aktiva 

pajak tangguhan.” 

 

Menurut Sari (2013:320) penyajian pajak tangguhan di laporan laba rugi 

adalah sebagai berikut: 

“Beban atau keuntungan pajak penghasilan disajikan dalam laporan 

laba rugi, harus dipecah atas dua dokumen: 

a. Pajak kini (pajak penghasilan terutang) 
b. Bagian dari pajak tangguhan (bagian yang diperhitungkan 

sebagai beban pajak yang dihitung berdasarkan perbedaan 

temporer dikalikan dengan tarif)” 

 

Pajak kini atau PPh terutang dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak 

dikalikan dengan tariff orisinil, sedangkan Bagian Tangguhan berdasarkan 
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perbedaan temporer dikalikan dengan tariff orisinal, atau perubahan saldo pajak 

tangguhan dalam tahun yang bersangkutan. Pajak tangguhan ditambah dengan 

Pajak tahun ini akan diperoleh jumlah beban pajak keseluruhan. 

Sedangkan penyajian pajak tangguhan di neraca menurut Sari (2013:317) 

 

adalah: 

 

“Akun pajak tangguhan dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva 
pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang diklasifikasi 

sebagai jumlah lancar neto (net current amount) dan jumlah tidak 

lancar neto (net noncurrent amount). Masing-masing aktiva pajak 

tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan tersebut dikalsifikasikan 

sebagai current atau noncurrent didasarkan kepada keterkaitan 

dengan klasifikasi aktiva atau kewajiban yang dilaporkan dalam 

laporan keuangan. Dianggap ada keterkaitan apabila terdapat reduksi 

aktiva atau kewajiban yang akan menyebabkan timbulnya perbedaan 

waktu pemulihan atau sebaliknya. 

Apabila terdapat pajak tangguhan yang tidak terkait dengan aset atau 

kewajiban yang spesifik, maka klasifikasinya apakah termasuk akun 

lancar atau akun tidak lancar akan sangat tergantung pada antisipasi 

jangka waktu pemulihan atas perbedaan temporer tersebut: 

1. Apabila pemulihannya diperkirakan dalam jangka waktu 
setahun atau kurang, maka diklasifikasikan sebagai akun lancar. 

2. Apabila pemulihannya diperkirakan dalam jangka waktu lebih 

dari setahun, maka diklasifikasikan sebagai akun tidak lancar. 

Sebelum disajikan di neraca antara aktiva pajak tangguhan dengan 

kewajiban pajak tangguhan dilakukan saling menghapus (offset) 

terlebih dahulu sehingga akan menghasilkan (1) net current atau (2) 

net noncurrent dengan catatan antara akun lancar (current account) 

dan akun tidak lancar (noncurrent account) tidak dapat saling 

menghapus”. 

 

Sementara itu Tampubolon (2017:261) berpendapat bahwa yaitu: 

 

“Perhitungan aset pajak tangguhan dengan pendekatan neraca 

dilakukan dengan menggunakan akun-akun yang terdapat pada 

neraca, yaitu saldo yang terdapat pada aktiva dan kewajiban yang 

mengandung unsur koreksi fiskal temporer, seperti saldo aktiva yang 

dapat disusutkan dan kewajiban utang guna usaha. Tekniknya adalah 

demikian: 

1. Jika nilai harta akuntansi lebih kecil dari nilai buku harta fiskal, 

perbedaannya akan menimbulkan deffered tax assets. Jumlahnya 

adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan dengan tarif pajak 

yang berlaku. 
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2. Jika nilai harta akuntansi lebih besar dari nilai buku harta fiskal, 

perbedaannya akan menimbulkan deffered tax liabilities. 

Jumlahnya adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan dengan 

tarif pajak yang berlaku. 

3. Jika nilai buku kewajiban akuntansi lebih besar dari nilai buku 

kewajiban fiskal, perbedaannya akan menimbulkan deffered tax 

assets. Jumlahnya adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan 

dengan tarif pajak yang berlaku. 

4. Jika nilai buku kewajiban akuntansi lebih kecil dari nilai buku 

kewajiban fiskal, perbedaannya akan menimbulkan deffered tax 

liabilities. Jumlahya adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan 

dengan tarif pajak yang berlaku.” 

 

Adapun jurnal penyajiannya yaitu: 

 

Beban Pajak Tangguhan XXX 

Kewajiban Pajak Tangguhan XXX 

 

Aktiva Pajak Tangguhan XXX 

Pendapatan Pajak Tangguhan XXX 

 

Contoh soal : 

 

PT XXX memperoleh laba sebelum pajak tahun 2015 Rp1.200.000.000,- 

dengan catatan koreksi fiskal atas laba tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Beda Permanen 

 

a. Pendapatan bunga deposito Rp40.000.000,- 
 

b. Beban jamuan tanpa daftar nominatif Rp30.000.000,- 

 

c. Pendapatan sewa bangunan Rp60.000.000,- 

 

d. Beban bunga pajak Rp20.000.000,- 

 

e. Beban pemberian fasilitas dalam bentuk natura Rp50.000.000,- 

 

f. Pendapatan Jasa Giro Rp50.000.000,- 

 

g. Beban Pajak Penghasilan Rp15.000.000,- 
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2. Beda Temporer 

 

a. Penyusutan komersial Rp60.000.000 lebih rendah dari penyusutan 

fiscal 

b. Amortisasi fiskal Rp30.000.000 lebih rendah dari amortisasi 

komersial 

Kredit Pajak yang sudah dibayar selama tahun 2015 adalah sebagai berikut: 

1. PPh Pasal 22 Rp20.000.000,- 

2.   PPh Pasal 23 Rp10.000.000,- 

 

3.   PPh Pasal 24 Rp15.000.000,- 

 

4.   PPh Pasal 25 Rp45.000.000,- 

 

Dari data-data di atas maka dapat ditentukan berapa Penghasilan Kena 

Pajak untuk tahun 2015, Berapa PPh Kurang/Lebih bayar untuk tahun 2014? 

apakah aset atau kewajiban pajak tangguhan yang timbul? 

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak 

 
Perhitungan Penghasilan Kena Pajak 

Laba sebelum pajak (komersial) Rp1.200.000.000,- 

Koreksi Beda Tetap Koreksi Fiskal Koreksi Fiskal  

Pendapatan bunga deposito Rp40.000.000,- – Rp40.000.000, (Rp40.000.000,-) 

Pendapatan sewa bangunan Rp60.000.000,- – Rp60.000.000, (Rp60.000.000,-) 

Pendapatan Jasa Giro Rp50.000.000,- – Rp50.000.000, (Rp50.000.000,-) 

Laba Sebelum Pajak (Fiskal) Rp1.050.000.000,- 

Beban Jamuan tanpa Daftar 

Nominatif 

Rp30.000.000,- Rp30.000.000,- – Rp30.000.000,- 

Beban Bunga Pajak Rp20.000.000,- Rp20.000.000,- – Rp20.000.000,- 

Beban pemberian fasilitas 
dalam bentuk natura 

Rp50.000.000,- Rp50.000.000,- – Rp50.000.000,- 

Beban PPh Rp15.000.000,- Rp15.000.000,- – Rp15.000.000,- 

Total Koreksi Beda Tetap Pada Beban Rp115.000.000,- 

Total Penghasilan Kena Pajak (Setelah Koreksi Beda Tetap) Rp1.165.000.000,- 

Koreksi Beda Waktu Koreksi Fiskal Koreksi Fiskal  

Penyusutan Komersil < Fiskal  (Rp60.000.000,) (Rp60.000.000,-) 

Amortisasi Fiskal < Komersial Rp30.000.000,-  Rp30.000.000,- 

Total Penghasilan Kena Pajak (Setelah Koreksi Beda Tetap dan Beda Waktu) Rp1.135.000.000,- 

 

Dari rekonsiliasi fiskal diatas diketahui bahwa penghasilan kena pajak 

adalah Rp1.135.000.000,- atau lebih kecil dari laba sebelum pajak 
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Rp1.200.000.000,-. Sehingga sesuai dengan ketentuan bila laba sebelum pajak 

(komersial) lebih besar dari penghasilan kena pajak (fiskal) akan muncul 

kewajiban pajak tangguhan sebesar tarif PPh Badan dikali dengan perbedaan 

temporer (beda waktu) yang terjadi. 

Perhitungan PPh Kurang/Lebih Dibayar (Beban Pajak Kini) 

 
Pajak Penghasilan Terutang 25% x Rp1.135.000.000,- Rp283.750.000,- 

PPh Dibayar Dimuka (Kredit Pajak)   

PPh Pasal 22 Rp20.000.000,-  

PPh Pasal 23 Rp10.000.000,-  

PPh Pasal 24 Rp15.000.000,-  

PPh Pasal 25 Rp45.000.000,-  

Total Kredit Pajak  (Rp90.000.000,-) 

PPh Kurang Dibayar (Beban Pajak Kini) Rp193.750.000,- 

 

Perhitungan Kewajiban Pajak Tangguhan 

 

Kewajiban Pajak Tangguhan = Tarif PPh Badan x Jumlah Beda Temporer 

 

= 25% x Rp30.000.000,- 

 

= Rp7.500.000,- 

 

Jurnal Pencatatan 
 

Beban Pajak Kini Rp283.750.000,- – 

Beban Pajak Tangguhan Rp7.500.000,- – 

Kewajiban Pajak Tangguhan – Rp7.500.000,- 

PPh Pasal 22 (Kredit Pajak) – Rp20.000.000,- 

PPh Pasal 23 (Kredit Pajak) – Rp10.000.000,- 

PPh Pasal 24 (Kredit Pajak) – Rp15.000.000,- 

PPh Pasal 25 (Kredit Pajak) – Rp45.000.000,- 

Kewajiban PPh Pasal 29 – Rp193.750.000,- 

 

Penyajian Pada Laporan Keuangan (Laporan Laba Rugi) 
 

Laba Sebelum Pajak  Rp1.200.000.000,- 

Beban Pajak Kini  (Rp283.750.000,-) 

Beban Pajak Tangguhan  (Rp7.500.000,-) 

Total Laba Bersih  Rp908.750.000,- 

 

Sehingga setelah diperhitungkan dengan beban pajak kini (PPh Pasal 29 

akhir tahun) dan beban pajak tangguhan, jumlah laba bersih PT XXX adalah 

Rp908.750.000,-. 
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2.2. Kerangka Berfikir 

 

Perlakuan akuntansi untuk pajak yang ditangguhkan alias ditunda, diatur 

dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 (PSAK No. 46) 

tentang “Akuntansi Pajak Penghasilan” yang resmi dikeluarkan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI). Akuntasi pajak yang ditangguhkan terdiri dari empat 

kegiatan, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. 

1. Pengakuan 

 

Pengakuan aktiva atau aset dalam kewajiban perpajakan yang ditunda pada 

laporan keuangan. Artinya bahwa perusahaan yang menyusun laporan 

keuangan dapat mengakui nilai tercatat pada aktiva atau akan melunasi 

nilai tercatat pada kewajiban. Perbedaan temporer yang dapat menambah 

jumlah pajak di masa depan akan diakui sebagai kewajiban (utang pajak 

yang ditangguhkan dan perusahaan harus mengakui adanya beban pajak 

tangguhan). 

2. Pengukuran 

 

Pengukuran pajak yang ditangguhkan akan dihitung dengan menggunakan 

tarif yang berlaku di masa yang akan datang, seperti yang dinyatakan 

dalam PSAK No. 46 paragraf 30. Pengukuran atas kewajiban dan aset 

pajak yang ditunda harus dikur dengan menggunakan tarif pajak yang akan 

diterapkan pada periode dimana aset direalisasi atau kewajiban dilunasi. 

Yaitu dengan tarif pajak yang secara substansif berlaku pada tanggal 

neraca. Secara teknis, pengakuan kewajiban dan aktiva pajak yang ditunda 

ini dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan. 

Serta perbedaan temporer (waktu) antara laporan keuangan komersial 
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dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak, dikalikan dengan 

tarif pajak yang berlaku. 

3. Penyajian 

 

Aset dan kewajiban pajak yang ditangguhkan harus disajikan secara 

terpisah dari aset atau kewajiban pajak terkini serta  disajikan  dalam  

unsur non current (tidak lancar) dalam neraca. Sementara beban atau 

penghasilan (manfaat) pajak yang ditangguhkan harus disajikan terpisah 

dengan  beban  pajak  kini   dalam   laporan   laba   rugi   perusahaan.   

Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan secara terpisah dari aset 

dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aset dan kewajiban pajak yang 

ditunda harus dibedakan dari aset pajak kini dan kewajiban pajak kini 

(PSAK No. 46 paragraf 45). Apabila dalam laporan keuangan suatu 

perusahaan, aset dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aset dan 

kewajiban tidak lancar, maka aset (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh 

disajikan sebagai aset (kewajiban) lancar. 

4. Pengungkapan 

 

Pengungkapan pajak yang ditangguhkan diatur dalam PSAK No. 46 

paragraf 56 sampai dengan paragraf 63. Pada paragraf 56 dijelaskan 

beberapa hal yang berhubungan dengan pajak yang ditangguhkan dan 

harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu: 

a. Jumlah pajak kini dan pajak yang ditunda berasal dari transaksi- 

transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. 

b. Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan 

laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut: 
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PT. PELINDO I, Tbk 

Pajak Tangguhan 

PSAK 46 

Pengakuan Pengukuran Penyajian Pengungkapan 

 

 

 

1) Rekonsialisasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba 

akuntansi serta tarif pajak yang berlaku dengan mengungkapkan 

dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku. 

2) Rekonsialisasi antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak 

yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif 

pajak yang berlaku. 

3) Perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif 

yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya. 

4) Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan 

temporer yang dapat dikurangkan dan sisa rugi yang dapat 

dikompensasikan ke tahun berikut dan diakui sebagai aset pajak 

yang ditangguhkan pada neraca. 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir 



 

BAB III 

 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 
 

3.1. Pendekatan Penelitian 

 

Dalam penelitian  ini peneliti  dalam menganalisis  masalah yang ada 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono 

(2012:9) penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti suatu kondisi objek 

alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 

data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi 

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam 

penelitian ini digunakan untuk memaparkan atau menggambarkan masalah terkait 

analisis PSAK No 46 tentang pajak tangguhan pada PT. Pelabuhan Indonesia 

(Pelindo) I, Tbk. 

 

3.2. Definisi Operasional Variabel 

 

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi 

kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional 

adalah penjelasan definisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Menurut 

Sugiyono (2012:31) definisi operasional adalah “Penentuan konstrak atau sifat 

yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi 

operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan 

mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk 
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melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan 

cara pengukuran konstrak yang lebih baik. 

Berdasarkan pengertian di atas maka definisi operasional terkait analisis 

PSAK No 46 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Tangguhan pada PT. 

Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk maka peneliti menetapkan variabel dalam 

penelitian ini antara lain, yaitu: 

1. Pajak tangguhan 
 

Pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode 

mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. 

2. PSAK No 46 

 

PSAK 46 adalah PSAK yang mengatur bagaimana entitas melaporan pajak 

penghasilan dalam laporan keuangan baik dalam laporan posisi keuangan 

maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. 

Akuntasi pajak terdiri dari empat kegiatan, yaitu pengakuan, pengukuran, 

penyajian, dan pengungkapan. 

 

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

1. Lokasi Penelitian 

 

Adapun penelitian ini dilakukan pada Kantor PT. Pelabuhan Indonesia 

(Pelindo) I, Tbk yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan No. 1 

Belawan, Medan 

2. Waktu penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dari bulan April 2020 s/d Juli 2020. 
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Tabel 3.1. Jadwal Penelitian 

 

 

No 
Jenis 

Penelitian 

April 

2020 

Mei 

2020 

Juni 

2020 

Juli 

2020 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Pra penelitian                      

2 
Pengajuan 
judul 

                  

3 
Penyusunan 
Proposal 

                

4 
Bimbingan 
proposal 

              
        

5 
Seminar 
proposal 

                    
  

6 
Perbaikan 
proposal 

                    

7 
Bimbingan 
skripsi 

               
  

8 
Sidang meja 
hijau 

               

 
 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

 

Adapun sumber data penelitian yang digunakan, yaitu : 
 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti 

tanpa menggunakan perantara. Data primer diperoleh dengan cara 

memberikan wawancara pada responden. Data tersebut antara lain 

tanggapan dari Kepala Cabang PT. Pelindo terkait PSAK No 46 tentang 

Pajak Penghasilan dan Pajak Tangguhan pada PT. Pelabuhan Indonesia 

(Pelindo) I, Tbk 

2. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari dokumen, 

publikasi yang sudah dalam bentuk jadi maupun data yang diperoleh pada 

PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 

Agar masalah terjawab maka penelitian perlu mengumpulkan data dengan 

berbagai teknik dan istrumen pengumpul data yang lazim digunakan (Azuar, 

2014:9). Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa 

dipertanggung jawabkan, maka data diperoleh melalui : 

1. Dokumen 
 

Adapun sumber data dokumen diperoleh dari lapangan berupa buku, arsip, 

majalah bahkan dokumen perusahaan atau dokumen resmi yang 

berhubungan dengan fokus penelitian. 

2. Wawancara 
 

Wawancara digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan-permasalahan yang harus diteliti. Selain itu wawancara juga 

digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam. 

Adapun dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 

Kepala PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk. Hal demikian dilakukan 

dengan tujuan untuk memperoleh data secara luas dan menyeluruh sesuai 

dengan kondisi yang diteliti. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

 

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif 

yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan 

mengklasifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis dan 

menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya 
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mengenai masalah yang diteliti. Analisis deskriptif lebih banyak bersifat uraian 

dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan 

dianalisis secara kuantitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Adapun 

langkah-langkah penulis lakukan dalam menganalisis data yaitu: 

1. Mencari dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan 

penelitian. 

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan seluruh data-data yang diperlukan 

yang bersumber dari buku-buku yang relevan dengan data penelitian dan 

juga tentunya dokumen-dokumen yang didapat dari lokasi penelitian. 

2. Melakukan analisis terhadap data 

 

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya 

sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang 

ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang 

biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk 

akhirnya bisa dipahami dengan mudah 

3. Melakukan interpretasi atas temuan hasil penelitian 

 

Pada langkah ini kemudian dibuatlah perbandingan antara hasil dari 

langkah pertama di atas dengan berbagai teori yang disesuaikan dengan 

tema penelitian, dimana teori dan konsep tersebut mengacu pada buku- 

buku atau sumber tertulis lain. 

4. Menyimpulkan hasil penelitian secara deskripsi 

 

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 
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berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang 

telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 



 

BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

4.1. Hasil Penelitian 

 

4.1.1. Laporan Laba Rugi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tbk 

 

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini maka dalam bab ini akan 

dilakukan analisis permasalahan mengenai perlakuan akuntansi pajak tangguhan 

berdasarkan PSAK No.46 terhadap laporan keuangan PT Pelabuhan Indonesia I 

(Persero) tbk tahun 2018. Dilihat dari laporan laba rugi PT Pelabuhan Indonesia I 

(Persero) tbk tahun 2018 maka dapat diketahui sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Laporan Laba Rugi PT. Pelabuhan Indonesia I, Tbk 

Pada Tahun 2018 
Pendapatan Usaha Rp. 3.113.532.579.657 

Beban pokok Rp. 1.484.938.337.241 

Beban pemasaran Rp. 31.837.481.375 

Beban umum dan adminsitrasi Rp. 351.811.734.800 

Pendapatan (Bersih) non usaha – bersih Rp. 106.960.361.352 

Laba Rugi Rp. 1.351.905.387.593 
  

Beban keuangan Rp. 153.280.657.124 

Bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama Rp. (2.642.775.672) 

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Rp. 1.195.981.954.797 

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan Kini Rp. (293.890.934.175) 

Tangguhan Rp. 2.779.555.851 

Laba Tahun Berjalan Rp. 904.870.576.473 
  

Penghasilan Komprehensif Lainnya Rp. 

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Rp. 

Pengukuran kembali program imbalan pasti Rp. (30.939.766.469) 

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Rp. 873.930.810.004 
  

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Rp. 

Yang Dapat Diatribusikan kepada: Rp. 

Pemilik entitas induk Rp. 880.874.640.133 

Kepentingan non pengendali Rp. (6.943.830.129) 

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Rp. 873.930.810.004 

Laba Per Saham Dasar Rp. 518.162 

Sumber : Laporan Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk 2018 
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Berdasarkan laporan laba rugi di atas, maka dapat dilihat bahwa laba 

sebelum pajak PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk pada tahun 2018 sebesar 

Rp. 1.195.981.954.797, sedangkan beban pajak kini sebesar Rp. 293.890.934.175, 

sehingga menyebabkan terjadinya beban pajak tangguhan sebesar Rp. 

2.779.555.851. Sehingga total laba bersih PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, 

Tbk pada tahun 2018 sebesar Rp. 904.870.576.473. 

Pada laporan laba rugi di atas, jelas terlihat bahwa laporan laba rugi PT. 

Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk memiliki bentuk laporan multiple step, hal 

ini dibuktikan dimana pada laporan laba rugi tersebut di atas terdapat beban pajak, 

maka secara otomatis akan ada perkiraan laba sebelum pajak dan laba setelah 

pajak atau laba bersih. Di dalam laporan laba/rugi bentuk multiple step, 

pendapatan dibedakan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain, 

demikian halnya dengan beban dibedakan menjadi beban usaha dan beban lain- 

lain. Pendapatan dan beban disajikan pertama kemudian pendapatan dan beban 

lain-lain disajikan kemudian. Multiple step adalah laporan yang memisahkan 

transaksi operasi dari transaksi non-operasi juga membandingkan biaya dan beban 

dengan pendapatan yang berhubungan. Laba operasional biasanya akan 

memperlihatkan perbedaan antara aktivitas biasa dengan aktivitas yang tidak 

biasa. 

 

4.1.2. Rekonsiliasi Fiskal 

 

Tahap awal yang dilakukan untuk merekonsiliasi laporan keuangan 

komersial adalah dengan melakukan koreksi beda waktu/temporer. Beda waktu 

tersebut terdiri dari penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aset tak berwujud 

seperti yang disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2. Beda Waktu Antara Komersial dan Fiskal 

Tahun 2018 

No Jenis 
Tahun 2018 

Beda Waktu 
Komersil Fiskal 

1 Amortisasi aset tak 
berwujud 

554.871.867 542.413.449 12.458.418 

2 Penyusutan aset tetap 
dan properti investasi 

119.438.205.421 138.834.685.779 (19.396.480.358) 

 Jumlah 119.993.077.288 139.377.099.228 19.384.021.940 

Sumber : data diolah, 2019 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa biaya Amortisasi aset tak berwujud 

sebelum dikoreksi sebesar Rp 554.871.867, dan biaya penyusutan aset tetap dan 

properti investasi sebelum dikoreksi sebesar Rp 119.438.205.421. Angka-angka 

tersebut didapat berdasarkan data laporan pajak penghasilan PT. Pelabuhan 

Indonesia (Pelindo) I, Tbk pada tahun 2018. Sedangkan setelah dilakukannya 

koreksi atas biaya amortisasi aset tak berwujud dan biaya penyusutan aset tetap 

dan properti investasi sebagaimana dapat dilihat dalam Catatan Atas Laporan 

Keuangan Konsolidasian PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk tahun 2018, 

diketahui bahwa biaya Amortisasi aset tak berwujud setelah dikoreksi menjadi 

sebesar Rp 542.413.449. 

Pada amortisasi aktiva tidak berwujud terjadi perbedaan antara laporan 

keuangan komersial dan fiscal. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan 

antara menurut akuntansi dan perpajakan. Dari hasil koreksi tersebut maka 

menghasilkan beda waktu positif yaitu sebesar Rp 12.458.418. Angka ini didapat 

berdasarkan hasil pengurangan antara biaya komersil dengan biaya fiskal. 

Sedangkan hasil koreksi atas biaya penyusutan aset tetap dan properti 

investasi sebagaimana dapat dilihat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan 

Konsolidasian PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk tahun 2018, maka dapat 
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diketahui bahwa biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi yaitu sebesar 

Rp. 138.834.685.779. 

Pada penyusutan aktiva tetap terdapat perbedaan antara komersial dengan 

fiskal. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan penentuan tarif dan estimasi 

umur ekonomis aset tetap. Dari hasil koreksi tersebut maka menghasilkan beda 

waktu negatif yaitu menjadi Rp 19.396.480.358. Angka ini didapat berdasarkan 

hasil pengurangan antara biaya komersil dengan biaya fiskal. 

 

4.1.3. Penerapan PSAK No 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan Pada 

PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk 

Dalam laporan laba ruginya pihak PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, 

Tbk telah mengakui adanya beban pajak tangguhan sebesar Rp 2.779.555.851. 

Berdasarkan perhitungan pajak tangguhan yang dilakukan sesuai dengan prosedur 

penerapan PSAK No. 46, maka laporan keuangan PT. Pelabuhan Indonesia 

(Pelindo) I, Tbk harus disesuaikan. dengan melakukan rekonsiliasi fiskal. 

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam 

laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran penghasilan 

kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 telah 

diungkapkan oleh pihak perusahaan. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari 

laporan pajak penghasilan fiskal. 

Dalam catatan atas laporan pajak penghasilan, beban pajak perusahan 

dapat dilihat dari laporan pajak penghasilan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, 

Tbk sebagai berikut : 
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Tabel 4.3. Pajak Penghasilan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk 

Pada Tahun 2018 
Laba sebelum pajak Rp. 1.195.981.954.797 

Dikurangi: Rp. 

Laba sebelum pajak - entitas anak Rp. 12.090.658.474 

Penyesuaian eliminasi konsolidasi Rp. (877.067.982) 
 Rp. 1.184.768.364.305 

Beda temporer:  

Beban manfaat karyawan bersih Rp. 25.861.600.717 

Penyisihan piutang usaha Rp. 31.598.182.033 

Beban amortisasi Rp. 554.871.867 

Beda penyusutan aset tetap dan properti investasi Rp. (119.438.205.421) 
 Rp. (61.423.550.803) 

Beda tetap  

Biaya yang tidak dapat dikurangkan Rp. 141.249.132.979 

Penghasilan yang telah dikenakan pajak final Rp. (126.631.476.481) 
 Rp. 14.617.656.498 

Taksiran penghasilan kena pajak Rp. 1.137.962.470.000 

Taksiran penghasilan kena pajak dibulatkan Rp. 1.137.962.470.000 

Tarif pajak Rp. 25% 

Beban pajak kini Rp. 284.490.617.500 

Kredit pajak . 

PPh Pasal 22 Rp. (3.401.403.000) 

PPh Pasal 23 Rp. (4.787.470.790) 

PPh Pasal 25 Rp. (242.360.416.356) 

Jumlah Kredit Pajak Rp. (250.549.290.146) 

Pajak Penghasilan Badan Kurang Bayar Rp. 33.941.327.354 

Sumber : Laporan Keuangan PT. Pelindo I, Tbk 2018 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat kita lihat penghasilan kena pajak 

PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk 2018 sebesar Rp 1.137.962.470.000, 

yang dibulatkan menjadi Rp 1.137.962.470.000. Namun setelah dilakukan 

rekonsiliasi fiscal pada beda waktu maka dapat kita lihat penghasilan kena pajak 

PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk 2018 menjadi sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Pajak Penghasilan Fiskal PT. Pelindo I, Tbk 

Dengan Pendekatan Laba Rugi Pada Tahun 2018 
Laba sebelum pajak Rp. 1.195.981.954.797 

Dikurangi: Rp. 

Laba sebelum pajak - entitas anak Rp. 12.090.658.474 

Penyesuaian eliminasi konsolidasi Rp. (877.067.982) 
 Rp. 1.184.768.364.305 

Beda temporer:  

Beban manfaat karyawan bersih Rp. 25.861.600.717 

Penyisihan piutang usaha Rp. 31.598.182.033 
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Beban amortisasi Rp. 542.413.449 
Beda penyusutan aset tetap dan properti investasi Rp. (138.834.685.779) 

 Rp. (80.832.489.580) 

Beda tetap  

Biaya yang tidak dapat dikurangkan Rp. 141.249.132.979 

Penghasilan yang telah dikenakan pajak final Rp. (126.631.476.481) 
 Rp. 14.617.656.498 

Taksiran penghasilan kena pajak Rp. 1.118.553.531.223 

Taksiran penghasilan kena pajak dibulatkan Rp. 1.118.553.532.000 

Tarif pajak Rp. 25% 

Beban pajak kini Rp. 279.638.382.806 

Kredit pajak . 

PPh Pasal 22 Rp. (3.401.403.000) 

PPh Pasal 23 Rp. (4.787.470.790) 

PPh Pasal 25 Rp. (242.360.416.356) 

Jumlah Kredit Pajak Rp. (250.549.290.146) 

Pajak Penghasilan Badan Kurang Bayar Rp. 29.089.092.660 

Sumber : data diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat kita lihat setelah dilakukannya 

koreksi fiscal maka penghasilan kena pajak PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, 

Tbk 2018 menjadi sebesar Rp 1.118.553.531.223, yang dibulatkan menjadi 

Rp.118.553.532.000. Angka ini di dapat setelah dilakukakannya koreksi positif 

terhadap beda waktu pada amortisasi aktiva tidak berwujud yang  terjadi 

perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiscal sebesar Rp 12.458.418. 

Begitu juga pada penyusutan aktiva tetap terdapat juga perbedaan antara komersial 

dengan fiskal terdapat beda waktu negatif sebesar Rp 19.396.480.358 yang akan 

menyebabkan konsekuensi pajak di masa mendatang berupa kewajiban pajak 

tangguhan. 

Setelah mengetahui jumlah penghasilan kena pajak maka selanjutnya akan 

dilakukan perhitungan terhadap jumlah pajak kini yang ditanggung oleh 

perusahaan sebagai berikut: 
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Tabel 4.5. Perhitungan Pajak Kurang/Lebih Bayar PT. Pelindo I, Tbk 

Dengan Pendekatan Laba Rugi Tahun 2018 
Penghasilan Kena Pajak 25% x 1.118.553.532.000 

Beban Pajak Kini (25%) 279.638.382.806 

PPh Dibayar Dimuka (Kredit Pajak)  

 PPh Pasal 22 3.401.403.000 

 PPh Pasal 23 4.787.470.790 

 PPh Pasal 25 242.360.416.356 

Total Kredit Pajak 250.549.290.146 

PPh Kurang Dibayar 29.089.092.660 

Sumber : data diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat kita lihat beban pajak kini yang 

ditanggung PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk tahun 2018 sebesar Rp 

279.638.382.806 (1.118.553.532.000 x 25%). Pada tahun 2018 perusahaan 

memiliki pajak dibayar di muka sebesar Rp 250.549.290.146 yang dapat 

dikreditkan di akhir tahun. Dari perhitungan tabel di atas maka dapat diketahui 

bahwa PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk memiliki PPh kurang bayar 

sebesar Rp. 29.089.092.660. 

Selanjutnya perhitungan kewajiban pajak tangguhan PT. Pelabuhan 

Indonesia (Pelindo) I, Tbk pada tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut: 

Kewajiban pajak tangguhan = Tarif PPh Badan x Jumlah beda temporer 
 

= 25% x Rp 19.384.021.940 

 

= Rp 4.846.005.485 

 

Maka dengan demikian kewajiban pajak tangguhan PT. Pelindo I, Tbk 

pada tahun 2018 adalah: 

Beban Pajak = Pajak kini + Pajak tangguhan 

 

= 29.089.092.660 + 4.846.005.485 
 

= 33.935.098.145 
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Adapun jurnal penyajiannya yaitu: 

 

Beban Pajak Tangguhan 33.935.098.145 

Kewajiban Pajak Tangguhan 33.935.098.145 

 

Berdasarkan laporan laba rugi PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk 

tahun 2018 maka penyajian pajak tangguhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.6. Penyajian Pajak Tangguhan PT. Pelindo I, Tbk 

Dengan Pendekatan Laba Rugi Tahun 2018 

Laba Sebelum Pajak Rp. 1.195.981.954.797 

Beban (Manfaat PPh) :  

 Pajak Kini Rp. (29.089.092.660) 

 Pajak Tangguhan Rp. (33.935.098.145) 

Total Laba Bersih Rp. 1.132.957.763.992 

Sumber : Laporan Keuangan PT. Pelindo I, Tbk 2018 

 

Berdasarkan laporan laba rugi diatas, maka dapat dilihat bahwa laba 

sebelum pajak PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk pada tahun 2018 sebesar 

Rp. 1.195.981.954.797, sedangkan beban pajak kini sebesar Rp. 29.089.092.660, 

dan beban pajak tangguhan sebesar Rp. 4.846.005.485. Sehingga total laba bersih 

PT.   Pelabuhan   Indonesia   (Pelindo)   I,   Tbk   pada   tahun    2018    sebesar 

Rp. 1.132.957.763.992. Hasil ini berbeda dengan laba bersih yang tertera pada 

laporan laba rugi PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk yang mencantumkan 

laba bersih perusahaan sebesar Rp 904.870.576.473. 

Selanjutnya dalam laporan neracanya, pihak PT. Pelindo I, Tbk telah 

mengakui adanya aset pajak tangguhan sebesar Rp 47.709.223.921 dan juga 

adanya Liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp 54.966.512.285. Angka ini tentunya 

harus disesuaikan kembali apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam 

penerapan PSAK No 46 dan setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal. Berdasarkan 

PSAK No. 46, mengenai timbulnya perbedaan temporer yang apabila jumlah 

tersebut merupakan jumlah yang material maka perusahaan harus menghitung 
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pajak tangguhan. Oleh karena itu langkah selanjutnya adalah melakukan 

penghitungan atas pajak tangguhan perusahaan. 

Dalam pendekatan neraca, perhitungan pajak tangguhan pada PT. Pelindo 

I, Tbk setelah dilakukan rekonsiliasi fiscal pada perbedaan temporer maka dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.7. Perhitungan Pajak Tangguhan PT. Pelindo I, Tbk 

Dengan Pendekatan Neraca Pada Tahun 2018 

Keterangan 
Tahun 2018 

Beda Waktu 
Komersil Fiskal 

Amortisasi aset tak 
berwujud 

554.871.867 542.413.449 12.458.418 

Penyusutan aset tetap dan 
properti investasi 

119.438.205.421 138.834.685.779 (19.396.480.358) 

Perbedaan Temporer 19.384.021.940 

Tarif Pajak 25% 

Beban Pajak Tangguhan 4.846.005.485 

Aset Pajak Tangguhan 47.709.223.921 

Liabilitas Pajak Tangguhan 54.966.512.285 

Kewajiban Pajak Tangguhan Tahun 2018 7.257.288.364 

Sumber : Data diolah, 2019 

 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat dilihat bahwa perbedaan 

temprorer sebesar Rp 19.384.021.940, dengan tariff pajak 25% maka beban pajak 

tangguhan PT. Pelindo I, Tbk sebesar Rp 4.846.005.485, asset pajak tangguhan 

sebesar Rp 47.709.223.921, dan kewajiban pajak tangguhan sebesar Rp 

54.966.512.285, sehingga kewajiban pajak tangguhan PT. Pelindo I, Tbk pada 

tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 7.257.288.364. 

Adapun jurnal penyajiannya yaitu: 

 

Aktiva Pajak Tangguhan 7.257.288.364 

Beban Pajak Tangguhan 7.257.288.364 
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4.2. Pembahasan 

 

4.2.1. Penerapan Laporan Laba Rugi PT. Pelindo I, Tbk 

 

Dari hasil penelitian pada laporan laba rugi PT. Pelabuhan Indonesia 

(Pelindo) I, Tbk maka dapat dinyatakan bahwa PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 

I, Tbk belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 46 pada laporan keuangannya 

(laporan laba rugi). Pada laporan laba rugi perusahaan, PT. Pelabuhan Indonesia 

(Pelindo) I, Tbk memang telah mencantumkan dan mengakui adanya beban pajak 

tangguhan perusahaan sebesar Rp 2.779.555.851. Akan tetapi pada perhitungan 

dan penyajian pajak tangguhan setelah dilakukannya koreksi perbedaan temporer, 

terdapat perbedaan atas hasil laba bersih yang diperoleh perusahaan, pada laporan 

laba ruginya PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk mencantumkan laba bersih 

sebesar Rp 904.870.576.473, namun tetapi setelah dilakukan koreksi atas 

perbedaan temporer sebagaimana prosedur penerapan PSAK No. 46 maka 

diperoleh laba bersih perusahaan menjadi sebesar Rp 1.132.957.763.992. 

 

4.2.2. Penerapan Rekonsiliasi Fiskal PT. Pelindo I, Tbk 

 

Dari hasil penelitian terkait tentang rekonsiliasi fiskal yang dilakukan PT. 

Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk maka dapat dinyatakan bahwa PT. 

Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk  belum sepenuhnya menerapkan  PSAK No. 

46. Walaupun dilihat adanya koreksi atas perbedaan temporer yang dilakukan 

perusahaan, akan tetapi tidak semua biaya-biaya atas beda waktu dilakukan 

koreksi. Padahal masih banyak terdapat biaya-biaya yang perlu untuk dikoreksi 

namun jika dilihat pada laporan keuangan perusahaan, baik laporan laba rugi 

maupun laporan neraca, hanya perbedaan temporer yang dikoreksi yaitu pada 

amortisasi aktiva tidak berwujud. Hal ini disebabkan karena masa manfaat antara 
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menurut akuntansi dan perpajakan yang berbeda. Beda waktu tersebut dikoreksi 

positif sebesar Rp 12.458.418. Selanjutnya pada penyusutan aktiva tetap terdapat 

juga koreksi negatif sebesar Rp 19.396.480.358. Perbedaan ini disebabkan karena 

perbedaan penentuan tarif dan estimasi umur ekonomis aset tetap. 

 

4.2.3. Penerapan PSAK No 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan Pada 

PT. Pelindo I, Tbk 

Dari hasil penelitian pada laporan keuangan PT. Pelabuhan Indonesia 

(Pelindo) I, Tbk mengenai penerapan PSAK No. 46 untuk pajak penghasilan 

khususnya mengenai pajak tangguhan dan penyajiannya dalam laporan keuangan 

selama periode 2018 berdasarkan prosedur yang dijabarkan di atas, dapat 

diketahui bahwa PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk telah mengakui semua 

konsekuensi atas pajak di masa kini dan masa yang akan datang. Akan tetapi pada 

perhitungan dan penyajian pajak tangguhan perusahaan, terdapat perbedaan antara 

selisih laba bersih yang diperoleh perusahaan. Hal ini berarti bahwa prosedur yang 

dijalankan oleh pihak PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk terhadap PSAK 

No 46 belum sepenuhnya diterapkan pada laporan keuangannya. 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk adalah salah satu Badan Usaha 

Milik  Negara Indonesia yang   bergerak   di   bidang   jasa   kepelabuhan 

di Indonesia yang tidak dikecualikan dalam penerapan PSAK No. 46 

mengenai pajak tangguhan juga wajib diterapkan. Dalam pelaksanaannya 

PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk belum sepenuhnya menerapkan 

PSAK No. 46 pada laporan keuangannya. 

2. Dengan diakuinya konsekuensi pajak di masa yang akan datang atau pajak 

tangguhan sebagai akibat dari perbedaan temporer yang terjadi, maka 

laporan keuangan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk belum 

sepenuhnya disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Setelah 

dilakukan koreksi atas perbedaan temporer sebagaimana prosedur 

penerapan PSAK No. 46 dalam hal perhitungan pajak tangguhan masih 

terdapat perbedaan dengan hasil diperoleh dibandingkan dengan hasil yang 

tertera pada laporan keuangan perusahaan, baik pada laporan keuangan 

laba rugi maupun laporan keuangan neraca. 

 

5.2. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, selanjutnya dapat 

diberikan saran-saran sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yaitu: 
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1. PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk harus benar-benar 

memperhatikan setiap dampak dari perhitungan perpajakan tidak hanya 

pada laporan laba rugi, tetapi juga dalam pengakuan di laporan neraca. 

Maka dari itu, perlunya memberikan pelatihan PSAK No.46 tentang 

Akuntansi Pajak Tangguhan kepada staf bagian akuntansi dan pajak, 

mengingat penerapannya yang kompleks dan diperlukan pemahaman yang 

mendalam, walaupun pada awal penerapan  PSAK  No.  46  terkesan 

rumit. 

2. PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk harus benar-benar 

memperhatikan setiap kebijakan akuntansi dan perpajakan yang berlaku 

karena juga akan berdampak pada berkembangnya perusahaan di dunia 

bisnis yang semakin maju dan berkembang. PT. Pelabuhan Indonesia 

(Pelindo) I, Tbk harus lebih sering untuk update info terkait undang- 

undang perpajakan, karena dalam pajak berbagai jenis aturan dan 

penerapan pajak lebih sering berubah di setiap waktu 
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LAMPIRAN 



PT PELABUHAN INDONESIA l (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK 

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 

3t December 2018 Dan 204 7 

   (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)  

 

 
 

 
ASET 

     Catalan    2018    2017  

Aset Lancar 
   

Kas dan setara kas 2a, 2d, 2g, 2v, 4, 1.999.187.810.035 1.872.411.160.625 

 39, 40a   

Piutang usaha - bersih 2d, 2f, 2h, 5,   

Pihak berelasi 39, 40b, 46 19.862.922.891 47.109.781.222 

Pihak ketiga  82.381.146.735 153.469.079.173 

Persediaan 2i, 2p, 6 25.388.282.754 23.716.976.975 

Pajak dibayar di muka 2u, 22a 277.103.058.715 142.729.554 

Uang muka 
 

 14.538.229.477 13.533.211.925 

Biaya dibayar di muka 2j, 8 6.022.726.033 1.749.455.476 

Aset keuangan lancar lainnya 2d, 2h, 9   198.465.718.974    97.416.051.632  

Jumlah Aset Lancar       2.622.949.895.614     2.209.548.446.582  

Aset Tidak Lancar    

Investasi entitas asosiasi 2k, 10 134.694.736.863 52.504.512.535 

Investasi  entitas ventura bersama 21, 11  1.163.988.198.834 

Properti investasi - setelah dikurangi 2m, 2p, 12 
akumulasi penyusutan sebesar 

  

Rp5.003.130.677 pada tahun 2018 

dan Rp4.821.381.672 pada tahun 2017 
 

416.270.074.823 
 

189.858.355.697 

Aset tetap - setelah dikurangi 2n, 2p, 13, 46   

akumulasi penyusutan sebesar 

Rp1.809.956.010.468 pada tahun 2018 

   

dan Rp1.602.168.291.223 pada tahun 2017  3.234.638.748.536 3.354.047.326.040 

Aset dalam konslruksi 13, 46 7.070.805.671.960 1.283.879.204.868 

Aset tidak berwujud - setelah dikurangi 2o, 14   

akumulasi amortisasi sebesar    

Rp68.832.468.312 pada tahun 2018     

dan Rp33.640.286.918 pada tahun 2017  395.797.369.111 202.775.204.132 

Aset pajak tangguhan 2u, 22d 47.709.223.921 3.018.574.652 

Aset tidak lancar lainnya 2u, 15 77.937.412.007 31.759.306.268 

Aset keuangan tidak lancar lainnya 16   20.049.725.276    15.764.186.140  

Jumlah Aset Tidak Lancar      11.397.902.962.497     6.297.594.869.166  

Jumlah Aset  
   14.020.852.858.111     8.507.143.315.748  
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PT PELABUHAN INDONESIA l (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK 

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 

31 December 2018 Dan 2017 

   (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)  

 

 
     Catatan  

 
LIABILTTAS 

  2018    201T  

Liabilitas Jangka Pendek 

Utang bank jangka pendek 2d, 21 

 
17.992.184.312 

 
10.571.780.774 

Utang usaha 2d, 2f, 17, 39,40c 

Pihak berelasi 340.714.795.534 

 
631.556.095.033 

Pihak ketiga 1.434.443.784.474 800.916.485.096 

Beban akrual 2d, 18 503.599.174.701 166.380.229.903 

Utang Pajak 2u, 22b 

Bagian lancar Iiabili1as jangka panjang 2d 

Utang Bank Jangka panjang 23 

77.508.016.452 

 
175.000.140.000 

48.077.542.635 

 
52.883.016.545 

Utang Obligasi 24 50.000.000.000  

Bagian lancar pendapatan diterima di muka 19 74.312.072.313 110.876.536.593 

Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya 20 4.170.747.659 1.782.961.739 

Liabilitas jangka pendek lainnya      93.105.289  

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 2.677.740.915.445 1.823.137.753.607 

Liabilitas Jangka Panjang 
  

Utang bank jangka panjang 2d, 23, 40d 3.364.720.079.181 327.000.000.000 

Utang obligasi 2d, 24 947.431.699.211 996.601.217.455 

Liabilitas imbalan keqa 2w, 25 262.232.070.323 194.888.043.417 

Liabilitas pajak tangguhan 2u, 22d 54.966.512.285 51.567.795.902 

Pendapatan diterima di muka jangka panjan 26   234.184.192.281    209.724.744.084  

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang       4.863.534.553.282     1.779.781.800.858  

Jumlah Kewajiban      7.541.275.468.727      3.602.919.554.465  

EKUITAS 
  

Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per   

saham   

Modal dasar - 6.800.000 saham   

Modal ditempatkan dan disetor penuh   

1.700.000 saham pada 2018 dan 2017 27 

Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan 

statusnya (BPYBDS) 2aa, 28 

1700.000000000 

 

527.133.217.252 

1T00000.000000 

 
525.884.662.252 

Saldo laba:   

Ditentukan penggunaannya  2.468.202.043.804 1.915.728.560.174 

Belum ditentukan penggunaann ya  911.814.406.602 803.620.909.175 

Pengukuran kembali imbalan paska kerja 2w, 25   (158.092.943.897)       (127.153.177.428)  

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada    

pemilik entitas induk  5.449.056.723.761 4.818.080.954.173 

Kepentingan non pengendali        1 030 520 665 623    86 142 807 110  

Jumlah Ekuitas        6.479.577.389.384     4.904.223.761.283  

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas  
   14.020.852.858.111     8.507.143.315.748  
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dari laporan keuangan k onsold asian secara keseluruhan 
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PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTFTAS ANAK 

 

 

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 
Untuk Tahun yang Berakhir 31 December 2018 Dan 2017 

 (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)  
 

  2018  2017  

 
Pendapatan usaha 2r, 31, 40e 3.113.532.579.657 2. 751.106. 508.170 

Beban pok ok 2r, 32, 1.484.938.337.241 1.353.233. 450.038 

Beban pemasaran 2r, 33 31.837.481.375 31.817. 630. 329 

Beban umum dan administ rasi 2r, 34 351.811.734.800 320.495. 051. 550 
 

Pendapatan (beban) non usaha- bersih 

Laba Rugi 

2r, 35   106.960.361. 352  125.332. 904. S44  

     1.351.905. 387. 593        1.170.893. 280.797  

 

Beban Keuan gan 
 
Bagian laba (rugi) ent itas asosiasi dan 

2r, 36 
 

21, 

153.280.657. 124 100.799.481. 838 

ventura bersam a 2r, 10,11,37   (2.642.775. 672)  (2.692. 531. 843)  

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan       1.195.981. 954. 797 1.067.401. 267.117  

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan   

Kini 2u.22o (293.890. 934. 175) (258.945. 335.514) 

Tang guhan 2u, 22c   2.779.555. 851  (3.311. 119.496)  

Laba Tahun Berjalan    904.870.576. 473  805.144. 812.107  

Penghasilan Komprehensif Lainnya 
  

P os-pos y ang tidak akan direk Iasifikasi   

ke Iaba rugi   

Pengukuran k embali program imbalan 

past i 

22o  
  (30.939.766.469)  (12.249. 900. 617)  

Ju m 1a h La ba Kom pre h en s f Ta h un Be rj a T an 
   873.930.810. 004  792.894. 911.490  

JumIah Laba Komprehensif Tahun Berjalan 
  

Yang Dapat Diat ribusik an kepad a:   

Pemilik entitas induk  880.874.640. 133 791.371. 008. 558 

Repenting an non pengendali    (6.943.830. 129)  1.523. 902. 931  

JumIah Laba Komprehensif Tahun Berjalan    873.930.810. 004  792.894. 911.489  

La ba Per SA h am Dasar 38   518. 162  465. 512  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lihat catalan atas laporan keu angan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahk an 
dari laporan keuangan k onsolid asian secara keseluruhan 
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PT PELABUHAN INDONESIA l (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK 

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 

31 December 2018 Dan 2017 

   (Disajikan  dalam Rupiah,  Kecuali Dinyatakan Lain)  

 

 

Biaya Pinjaman 

Biaya pinjaman merupakan bunga dan selisih kurs pinjaman yang diterima dalam mata uang asing 

dan biaya lainn ya (amortisasi diskonto/premi dari pinjaman diterima) yang terjadi sehubungan 

dengan peminjaman dana. 

 
Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan , konstruksi , atau 

pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya 

pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. 

 
Jika Grup meminjam dana secara khusus untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, maka Grup 

menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasikan sebesar biaya pinjaman aktual yang 

terjadi selama tahun berjalan dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman 

tersebut. 

 
Jika pengembangan aktif atas aset kualifikasi an dihentikan, Grup menghentikan kapitalisasi biaya 

pinjaman selama periode yang diperpanjang tersebut. 

 
Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan saat selesainya secara subtansi seluruh aktivitas yang 

diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan 

maksudn ya. 

 
u. Pajak Penghasilan 

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang 

dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. 

 
Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui aas konsekuensi pajak periode mendaang yang timbul 

dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan 

dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan 

temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal 

pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan (jika 

ada) juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan. 

 
Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah 

berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak angguhan dibebankan atau dikreditkan dalam 

laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Iain, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau 

dikreditkan langsung ke ekuitas. 

 
Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di laporan posisi keuangan , kecuali aset dan liabilitas 

pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, atas dasar kompensasi sesuai dengan pen yajian aset 

dan liabilitas pajak kini. 

 
Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterima 

atau, jika Grup mengajukan keberatan , pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah 

ditetapkan. 

 
U. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing 

Laporan keuangan konsolidasian Grup disajikan dalam Rupiah yang juga merupakan mata uang 

fungsional Grup. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan 

menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan 

liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs  
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PT PELABUHAN INDONESIA l (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK 

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 

31 December 2018 Dan 2017 

   (Disajikan  dalam Rupiah,  Kecuali Dinyatakan Lain)  

 

 
b. Utang Pajak  

   201    2017  

Perusahaan   

PP h Pas al 21 6.598. 380. 770 6.988.531. 729 

PP h Pas al 22 1.473. 004. 097 383.101. 782 

PP h Pas al 23 2.079. 523. 663 890.836. 198 

PP h Pas al 4 ay at (2) 143. 720. 923 3.447.767.460 

PP h Pas al 25 667. 274. 086 16.858.997. 730 

PP h Pas al 26 9.447. 710  

PP h Pas al 29 33. 941. 327. 354 16.149.137. 052 

PP h Pas al 15 59. 838.401  

PPN Keluaran 16.872. 844. 953  

PPN M asukan Dapat Dik reditk an 8.845. 674. 671 167.788. 639 

PPN Masukan Tidak Dapat Dikreditk an   1. 401. 728. 996     

Sub JumIah Perus ahaan   72. 092. 765. 624    44.886.160. 590  

E ntitas Anak    

PP h Pas al 21 789. 695. 530 1.167.107. 324 

PP h Pas al 22 26. 526. 057  

PP h Pas al 23 23.463. 054 74. 945. 110 

PP h Pas al 4 ay at (2) 3.636. 686. 889 30.122. 727 

PP h Pas al 25 938. 879. 298  

PP h Pas al 29  1.540.837. 807 

PPN M asukan Dapat Dik reditk an      378.369. 077  

Sub JumIah Entitas Anak   5.415. 250. 828    3.191.382. 045  

J um Tah Utang Pajak   77.508.016.452     

 

c. Pajak Penghasilan 

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan 

penghasilan komprehensif Iain, dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir 

pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut: 

 
 
Perusahaan  

  2018    2017  

P ajak kini (284. 490. 617. 500) (253.790.009. 250) 

P ajak tanggguhan   (13. 0d9.114. 073)    (4.690.686. 890)  

Sub JumIah Perus ahaan   (298. 339. 731. 573)    (258.4 80.696. 140)  

E ntitas Anak 

P ajak kini 

 
(9.400. 316. 675) 

 
(5.155.326. 264) 

P ajak tanggguhan   16.628. 669. 924    1.379.567. 393  

Sub JumIah Entitas Anak   7228353249    (3.775.758. 871)  

Kons olidasian 

P ajak kini 
 

(293. 890. 934. 175) 

 
(258.945.335. 514) 

P ajak tanggguhan   2.779. 555. 851    (3.311.119.496)  

J um Tah KonsoT ida*an   (281. 111.378.324)    (262.256.455.01 0)  
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PT PELABUHAN INDONESIA l (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK 

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 

31 Desember 2018 Dan 2017 
   (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)  

 

 
   2018    2017  

Laba sebelum pajak 1.195.981.954.797 1.073.424.193.944 

Dikurangi:   

Laba sebelum pajak - entitas anak 12.090.658.474 (38.736.027.210) 

Penyesuaian eliminasi konsolidasi   (877.067.982)    (3.321.938.940)  

       1.184.768.364.305    1.031.366.227.794  

Beda temporer: 
  

Beban manfaat karyawan bersih 25.861.600.717 24.904.891.570 

Penyisihan piutang usaha 31.598.182.033 7.612.157.277 

Beban amortisasi 554.871.867 173.067.817 
Beda penyusutan aset tetap dan properti   

investasi (119.438.205.421 ) (51.395.150.751) 

 (61.423.550.803) (18.705.034.087) 

 
Beda tetap 

  

Biaya yang tidak dapat dikurangkan 141.249.132.979 130.888.903.836 

Penghasilan yang telah dikenakan pajak   

final   (126.631.476.481)  (128.390.059.605)  
 14.617.656.498 2.498.844.231 

Taksiran penghasilan kena pajak 1.137.962.470.000 1.015.160.037.938 

Taksiran penghasilan kena pajak dibulatkan 1.137.962.470.000 1.015.160.037.000 
Tarif pajak 25% 25% 

Beban pajak kini   284.490.617.500  253.790.009.250  

Kredit pajak 

PPh Pasal 22 (3.401.403.000) (8.155.918.150) 

PPh Pasal 23 (4.787.470.790) (31.940.981.288) 

PPh Pasal 25 

Jumlah Kredit Pajak 

  (242 360 416 356)  (197 543 972 760)  

  (250.549.290.146)  (237.640.872.198)  

Pajak Penghasilan Badan Kurang Bayar 33 941 327 354 16 149 137 052 

 

Estimasi pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 tersebut di atas telah 

sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahun (SPT) yang dilaporkan Perusahaan kepada kantor pajak.  

 
Perhitungan penghasilan kena pajak (rugi fiskal) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 tersebut 

di atas didasarkan pada perhitungan sementara. Jum lah tersebut mungkin berbeda dari laba kena pajak 

yang dilaporkan dalam SPT pajak penghasilan badan tahun an. Perhitungan laba kena pajak (rugi fiskal) 

hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahun an PPh Badan. 

 
Pajak penghasilan yang dibebankan/(dikreditkan) sehubungan dengan pendapatan komprehensif 

lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: 

 

Beban Imbalan Kerja yang diakui di Program DP4 

Beban/(Pendapatan) Imbalan Kerja yang diakui di 

39.288.109.071 10.662.438.824 

PPUKP 1.964.912.887 5.670.761.998 

(Pendapatan)/Beban Pajak   (10.313.255.489)  (4.083.300.205)  

Beban Imbalan Kerja yang diakui 

di Penghasilan Komprehensif 

 
30.939.766.469 12.249.900.617 
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